
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1983

TENTANG
KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan keparawisataan dalam
rangka pembangunan ekonomi, perlu menetapkan kebijaksaan
guna memperlancar dan meningkatkan arus wisatawan;

b. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu
untuk menetapkan ketentuan tentang pemberian visa bagi
wisatawan, penetapan pintu-pintu masuk penerbangan, pintu
masuk pelabuhan laut serta pemberian keringanan bagi kegiatan
usaha pariwisata, peningkatan pelayanan dan peningkatan
ketrampilan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969 tentang
Pengembangan Kepariwisataan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN.

BAB I
VISA

Pasal 1

Wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia pada dasarnya dibebaskan dari kewajiban
memiliki visa.

Pasal 2

Ketentuan teknis pelaksaan Pasal 1 Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh
Menteri Kehakiman.

BAB II …
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BAB II
PINTU MASUK PENERBANGAN DAN PENERBANGAN BORONGAN

SERTA PINTU MASUK PELABUHAN LAUT

Pasal 3

(1) Menetapkan Pelabuhan Udara Sam Ratulangi, Pattimura dan Mokmer sebagai pintu
masuk untuk penerbangan berjadwal maupun tidak berjadwal di Indonesia Bagian
Timur bagi wisatawan dari luar negeri.

(2) Jalur penerbangan ke dan dari pelabuhan-pelabuhan udara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Pasal ini dapat diterbangi oleh satu atau beberapa perusahaan
penerbangan nasional baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan
perusahaan penerbangan asing.

(3) Untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini
baik perusahaan penerbangan nasional maupun perusahaan penerbangan asing yang
bekerjasama dengan perusahaan penerbangan nasional setelah melalui salah satu
pintuk masuk dapat menyinggahi pelabuhan udara pusat wisata lainnya, dengan
izin khusus.

Pasal 4

(1) Untuk memenuhi permintaan pasaran wisatawan tertentu dapat dilakukan
penerbangan borongan.

(2) Pelaksanaan penerbangan borongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. bagi negara-negara yang telah diterbangi oleh perusahaan penerbangan

nasional dilakukan secara kerjasama dengan perusahaan penerbangan
nasional.

b. bagi negara-negara yang tidak diterbangi oleh perusahaan penerbangan
nasional diselesaikan atas dasar kasus demi kasus.

Pasal 5

Menetapkan Pelabuhan Laut Belawan, Batu Ampar, Tanjung Priok, Tanjung Perak,
Benoa, Padang Bai, Ambon, dan Bitung sebagai pintu masuk kapal-kapal pesiar bagi
wisatawan rombongan (cruise) dari luar negeri.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden
ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan menurut bidang tugasnya
masing-masing.

BAB III …
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BAB III
KERINGANAN

Pasal 7

Kepada usaha-usaha pariwisata dapat diberikan keringanan yang menyangkut perkreditan,
perpajakan, bea masuk, dan perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan
Daerah.

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Pasal 7 Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih
lanjut oleh Menteri yang bersangkutan menurut bidang tugasnya masing-masing serta oleh
Gubernur Bank Indonesia.

BAB IV
PELAYANAN

Pasal 9

Setiap instansi pemerintah dan swasta sesuai dengan tugas wewenangnya wajib
memberikan kemudahan yang diperlukan wisatawan.

Pasal 10

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Pasal 9 Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih
lanjut oleh Menteri atau pimpinan instansi yang bersangkutan.

BAB V
PENINGKATAN KEAHLIAN DAN KETRAMPILAN

Pasal 11

Tenaga kerja yang ahli dan trampil bidang pariwisata dilaksanakan melalui pendidikan
dan latihan dengan meningkatkan serta memperluas lembaga-lembaga pendidikan.

Pasal 12

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Pasal 11 Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih
lanjut oleh Menteri yang bersangkutan menurut bidang tugasnya masing-masing.

BAB VI …
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur tersendiri.

Pasal 14

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO


